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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 

periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah 

mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten 

Nias Selatan.  

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 TAHUN 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah diawali dengan melakukan persiapan penyusunan renja, 

meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun 

Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun 

Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 

berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) Renja Perangkat 

Daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:  

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;  

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan 

urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas 

penanganan dengan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;  

c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan 

rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian 

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;  

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian 

kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n 

dan tahun n+. 

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang 

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, 

dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat 

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan 

pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan 

pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan 

pada publik. 

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah 

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi 

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi 

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 

secara terpadu dan sistematis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD) yang kemudian menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). Keterkaitan Renja 

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan 

penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya 

seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat 

Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat 

Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang 

ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Bidang penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) menjadi bagian penting dari sebuah 

Organisasi Perangkat daerah (OPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan 

program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar 

sasaran dan target dapat tercapai. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2024 antara lain: 

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias 

Selatan,  Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi 

Sumatera Utara ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasiona (SPPN); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024; 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah di Kabupaten Nias Selatan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026; 

18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan; 

19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor  Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024; 

20. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 5.1_48 tahun 2023 tentang Penetapan Tim 

Penyusun RKPD Kabupaten Nias  Selatan Tahun 2024.  
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1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Maksud 

Rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai kebijakan, program, kegiata, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu 

indikatif masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Nias Selatan selama 1 (satu) tahun. 

 

Tujuan 

 Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan antara lain: 

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias 

Selatan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, sub kegiatan OPD yang 

fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. 

3. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan yang efektif dan efisien. 

4. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel 

dalam kurun waktu satu tahun. 

5. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan 

dalam pelaksanaan program tahun 2024. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 secara garis 

besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi  Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian  

Renstra Perangkat Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.4. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.2. Program dan Kegiatan 

 

BAB IV  PENUTUP
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 

2.1 Evaluasi  Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Evaluasi Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra pada bab ini dilihat dalam Dokumen 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022. 

Berdasarkan DPA tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah menyelenggarakan 3 (tiga) 

program antara lain: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program ini mendukung sasaran strategis I Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu  

meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan. Pencapaian 

program diukur dengan indikator cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, 

keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan. Untuk 

Tahun Anggaran 2022, tingkat kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota mencapai nilai sebesar 100%. Dalam rangka menyelenggarakan 

program ini, Dinas sosial Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan dan sub 

kegiatan sebagai berikut: 

a.  Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : Penyusunan  Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan 

Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD. 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan  Jasa  Peralatan 

dan  Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

e. Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta



 

7 
 

Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung  Kantor  dan Bangunan 

Lainnya. 

 

2) Program Rehabilitasi Sosial 

Program ini mendukung sasaran strategis II Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu 

terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Pencapaian program diukur dengan 

indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar 

dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

panti (SPM). Untuk Tahun Anggaran 2022, capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial 

mencapai nilai 74,18% dari target 20%. Dalam rangka menyelenggarakan program ini, 

Dinas sosial Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Rehabilitasi 

Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan meliputi 

Penyediaan Permakanan dan Penyediaan Alat Bantu. 

 

3) Program Penanganan Bencana  

Program ini juga mendukung sasaran strategis II Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu 

terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Pencapaian program diukur dengan 

indikator persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 

serta Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan 

Kesiapsiagaan Dan Mitigasi dengan masing-masing capaian kinerja nilai sebesar 100% 

dari target 10% dan 7 lokasi dari target 5 lokasi untuk Tahun Anggaran 2022. Dalam 

rangka menyelenggarakan program ini, Dinas sosial Kabupaten Nias Selatan 1 (satu) 

kegiatan yaitu Perlindungan  Sosial  Korban  Bencana  Alam  dan Sosial 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan meliputi Penyediaan Makanan. 

 

Selanjutnya gambaran evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Tabel T-C. 29 sebagai 

berikut:
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap 

IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial 

Kabupaten Nias Selatan merujuk pada : 

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI Nomor 59 

Tahun 2021 dengan rincian antara lain:  

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; 

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; 

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; 

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar 

Panti Sosial; dan 

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 

bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. 

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas 

Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 

1. Nilai Lakip OPD 

2. Persentase Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersedia 

3. Persentase Penerapan SPM bidang Sosial 

4. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  

c. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya dijabarkan dalam tabel rekapitulasi 

evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. 

 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dijabarkan 

dalam tabel T-C.30 sebagai berikut: 
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah Dinas Sosial Tipe C yang ditegaskan dalam 

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Nomenklatur Dinas Sosial 

Tipe C merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

 Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling 

banyak 2 (dua) bidang.  

 Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. 

 Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata 

kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Struktur Dinas Sosial Kabupaten 

Nias Selatan diuraikan sebagai berikut:  

a.   Kepala Dinas; 

b.  Sekretaris,terdiri dari: 

 Subbagian Program dan Data; 

 Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan; 

c.  Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari: 

 Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia; 

 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban 

Perdagangan Orang; 

 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari: 

 Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; 

 Seksi Pemberdayaan masyarakat, Penyaluran Santunan Stimulan dan Penataan 

Lingkungan; 

 Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; 

e.  Unit Pelaksana Teknis (UPT); 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN 
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Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diuraikan tugas 

dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut: 

 

 Tugas 

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan bertugas untuk melaksanakan kewenangan 

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesejahteraan Sosial. 

 

 Fungsi 

Dinas Sosial memiliki fungsi antara lain: 

 Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 Pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial 

 Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan 

sosial 

 Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial 

 Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Dinas 

 Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dinas. 

 

Adapun uraian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi sebagaimana Peraturan 

Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dijabarkan sebagai berikut: 

 Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

sosial; 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan  

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah 

kabupaten; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

 Sekretaris 

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi : 

a. Koordinasi kegiatan; 

b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan; 

d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, 

hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; 

e. Penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan 

barang/ jasa; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Sekretaris dalam pelaksanaan bidang tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) 

subbagian yang terdiri atas: 

 Sub Bagian Program dan Data 

1. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana program anggaran dan evaluasi pelaporan pelaksanaan 

kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. 

2. Uraian tugas pekerjaan Subbagian Program dan Data terdiri atas: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

c. Penyiapan bahan penyusunan laporan; 

d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;  

e. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja; dan 
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f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan 

tugasnya. 

 Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan 

1. Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan 

protokol serta ketatalaksanaan. 

2. Uraian tugas pekerjaan Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan terdiri atas: 

a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 

b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan; 

f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada; 

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja; 

h. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 

(LHKASN); 

i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 

j. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; 

k. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; 

l. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;  

m. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan 

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan 

tugasnya. 

 

 Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 

1. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial. 

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
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b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti 

dan/atau lembaga; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan 

orang di luar panti dan/atau lembaga; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam; 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi jaminan sosial keluarga; 

h. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odi-ia) untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

i. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

j. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial 

di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 

dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas: 

 Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar 

panti dan/atau lembaga. 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar; 
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b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar; 

c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum; 

d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan 

khusus; dan 

e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut 

usia. 

 

 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban 

Perdagangan Orang 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban 

Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban 

perdagangan orang. 

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban 

Perdagangan Orang melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga; 

b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga; 

c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta 

korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti 

dan/atau lembaga; 

d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
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e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan 

g. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar 

panti dan/ atau lembaga. 

 

 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 

1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 

2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi; 

b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan 

logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban 

bencana alam; 

c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan 

dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; 

d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan 

korban bencana sosial, politik, dan ekonomi; 

e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan 

reintegrasi sosial; pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta 

supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, 

verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan 

f. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan 

pendampingan jaminan sosial keluarga. 
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 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan 

kelembagaan masyarakat; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosialkomunitas adat terpencil; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan fakir miskin pedesaan; 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan 

perbatasan negara; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan fakir miskin perkotaan; 

h. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yang terdiri atas: 

 Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas 

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 
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2. teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang identifikasi dan penguatan 

kapasitas. 

3. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota; 

b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; 

c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; 

d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan 

e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial. 

 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan 

Lingkungan 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan 

Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 

dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, 

dan penataan lingkungan. 

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan 

Lingkungan  melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan 

sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial 

lainnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 

c. Pelaksanaan kebijakan, supervisi, pemantauan, bantuan stimulan;  

d. Dan pelaksanaan bimbingan teknis, serta evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan; 

e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan 

sosial.
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 Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial 

1. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, 

kepahlawanan, dan restorasi sosial; 

2. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, 

dan restorasi sosial; 

b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten; 

c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;  

d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat pusat 

kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial. 

 

Sumber Daya Manusia 

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang 

memadai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 

Daftar PNS Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan  

Pangkat/Gol. Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah 

Pembina Tk.I/IV.b 1   1 

Pembina/IV.a 1   1 

Penata Tk. I/III.d 2 4 6 

Penata/III.c 2   2 

Penata Muda Tk. I/III.b   1 1 

Penata Muda/III.a 2 2 2 

Pengatur Tk.I/II.d   1 1 

TOTAL 8 8 16 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut: 

 Menurut Pangkat/Golongan Ruang 

 Pembina Tk.I/IV.b sebanyak 1 (satu) orang 

 Pembina/IV.a sebanyak 1 (satu) orang 

 Penata Tk.I/III.d sebanyak 6 (enam) orang  

 Penata/III.c sebanyak 2 (dua) orang  

 Penata Muda Tk.I/III.b sebanyak 1 (satu) orang  

 Penata Muda/III.a sebanyak 4 (empat) orang  

 Pengatur Tk.I/II.d sebanyak 1 (satu) orang. 

 

 Menurut  Jenis Kelamin: 

 Laki-laki sebanyak 8 (delapan) orang 

 Perempuan sebanyak8 (delapan) orang. 

 

Sarana dan Prasarana 

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses 

upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan 

untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Adapun sarana prasarana Dinas Sosial 

Kabupaten Nias Selatan sampai dengan saat ini : 

a. Gedung dan Bangunan 

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menempati 1 (satu) gedung yang beralamat di 

Jalan RA. Kartini Nomor 13 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dalam bentuk pinjam pakai, 

gedung milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.  

b. Sarana Mobilitas 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial 

mendapatkan bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian 

Sosial berupa 1 (satu) kendaraan operasional roda empat. 

c. Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung 

operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang 

pekerjaan pelayanan dan kegiatan. Jumlah peralatan dan perlengkapan Dinas Sosial 
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Kabupaten Nias Selatan mengacu pada data tahun 2021 dikarenakan belum ada 

penambahan unit. Berikut daftar barang yang diterima baik dalam serah terima Kartu 

Inventaris Kantor (KIR) tahun 2021 yakni: 

 

Tabel 2 

Peralatan dan Perlengkapan Kerja 

NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN 

1 Meja Satu Biro 2 Unit 

2 Meja Setengah Biro 23 Unit 

3 Kursi Putar Sedang 2 Unit 

5 Kursi Plastik (Twin PAN 9188) 82 Unit 

6 AC 8 Unit 

7 P.C. Unit 11 Unit 

8 Kursi Sofa 1 Unit 

9 Lemari  12 Unit 

10 Printer 7 Unit 

11 Meteran Listrik 1 Unit 

12 Kamera 1 Unit 

TOTAL 150 Unit 

 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias 

Selatan diperoleh dari analisis isu-isu strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana 

Strategis (Renstra) 2021-2026. Analisis isu tersebut berasal dari analisis internal berupa 

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan  ancaman  bagi  Dinas Sosial di masa 5 (lima) tahun 

mendatang. Adapun isu-isu penting yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten 

Nias Selatan diuraikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS. 

2. Jumlah populasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan PMKS semakin 

meningkat. 

3. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial. 

4. Belum ada jangkauan pembinaan KUBE terhadap PMKS. 

5. Belum terdatanya PMKS yang memperoleh bantuan  sosial  untuk pemenuhan 
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kebutuhan dasar. 

6. Kurangnya upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat 

melalui pelatihan keterampilan praktis  bagi  penyandang  cacat dan ekstrauma. 

7. Belum ada sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial. 

8. Pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar belum optimal. 

 

Tingkat Kinerja Pelayanan 

Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengacu pada 

tercapainya target program dan kegiatan. Adapun  faktor keberhasilan/peningkatan kinerja 

meliputi : 

(1) Terakomodirnya perencanaan tujuan, sasaran, dan program dengan masing-masing 

indikatonya ke dalam dokumen kinerja 

(2) Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kerja yang memadai, dan  

(3) Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada 

hasil.   

 

Tantangan dan Peluang 

Secara garis besar, tantangan yang ditemui saat penyelenggaraan program dan kegiatan 

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan antara lain: 

 (1)  Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih cukup tinggi 

(2)  Ketersediaan anggaran yang masih minim belum mampu menjangkau populasi PMKS 

secara keseluruhan 

(3) Jumlah pegawai belum memadai dalam hal kompetensi bidang sehingga masih ada 

penumpukan beban kerja. 

 Sebagai tindak lanjut untuk menyikapi tantangan, Dinas Sosial mengambil peluang 

melalui : 

(1) Memaksimalkan program dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS 

(2) Menerima penambahan pegawai di lingkungan Dinas Sosial, serta  

(3) Peningkatan kompetensi kepada Pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait 

peningkatan kinerja. 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Nias Tahun 2024 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan bertugas atas penyelenggaraan 

bidang sosial terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 

Kabupaten Nias Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel T-

C.31 sebagai berikut: 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan 

provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota 

yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil 

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan 

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 

Mengingat tidak adanya usulan dari pemangku kepentingan terkait program dan 

kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, maka 

penelaahan usulan program dan kegiatan tidak dapat diuraikan sebagaimana tercantum dalam 

Tabel T-C.32 sebagai berikut: 

 

Tabel T-C. 32 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Nias Selatan 

      
Nama Perangkat Daerah:  Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

  

No 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- - - - - - 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan 

nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang 

dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.  

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;  

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;  

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah 

kesejahteraan sosial;  

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;  

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Nias 

Selatan mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD)  Tahun 2021-2026.  

 

Visi 

Visi RPJMD adalah rumusan atau gambaran umum mengenai keadaan yang di inginkan 

di akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi akan selaras dengan keinginan kepala 

daerah terpilih dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Sebagaimana 

tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, 

diuraikan visi sebagai berikut: 
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“Nias Selatan  Maju, Mayarakat  Sejahtera” 

 

a. Nias Selatan Maju didefenisikan sebagai: 

Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika 

pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat 

yang ada ditengah masyarakat.  

b. Masyarakat Sejahtera didefenisikan sebagai: 

Masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan 

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 

dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

 

Sebagai penjabaran visi, misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang 

ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan 

mengambil Langkah – Langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut 

dimanifestasikan ke dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut: 

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi 

pada Pelayanan.  

2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.  

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta 

Kreatif dan Inovatif.  

4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif. 

5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat. 

 

Dari kelima misi yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengambil 2 (dua) 

misi sebagai acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026: 

 Misi Pertama : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, 

transparan dan    berorientasi pada pelayanan  

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan 

mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. 

Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan 

yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia 

untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada 

pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani. 

 Misi Kelima :   Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat 

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan 

tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-

norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias 
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Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. 

Dengan terpenuhi nya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan 

nyaman di tengah masyarakat. 

 

 Selanjutnya misi pertama merupakan landasan bagi perumusan tujuan dan sasaran 

pertama sedangkan misi kelima merupakan landasan bagi perumusan tujuan dan sasaran kedua. 

Uraian mengenai tujuan dan sasaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN 

/SASARAN 

2 3 4 

1 Terwujudnya birokrasi 

dan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang 

baik 

  1.1 Nilai LAKIP OPD 

  1.1 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik dan tata 

kelola 

Pemerintahan 

1.1.1 Persentase Dokumen 

Laporan Keuangan SKPD 

yang tersedia 

2 Terwujudnya rasa 

aman dan nyaman di 

tengah masyarakat nias 

selatan 

  2.1 Persentase Penerapan SPM 

bidang sosial 

  2.1 Terpenuhinya 

kebutuhan dasar 

korban bencana 

alam dan sosial 

serta Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

lainnya 

2.1.1 Persentase PMKS yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya  

 

 

 

 

 



 

53 
 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, Dinas Sosial 

memberikan perhatian pada rehabilitasi sosial sebagai program prioritas dalam penyelenggaraan 

pelayanan bidang sosial. Kegiatan yang dimaksud berupa Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial dan Sub Kegiatan berupa Penyediaan Permakanan. Pertimbangan ini mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. Berikut ini adalah uraian program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan: 

 

Tabel 4 

Program Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Program Rehabilitasi Sosial 

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial 

(gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti (SPM) 

Rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial 

Penyediaan Permakanan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan 

Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

4.1 Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 

2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi 

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 tetap 

merujuk pada target RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, 

serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan 

kegiatan. 

Uraian Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dijabarkan dalam Tabel T-C.33 sebagai berikut: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 

periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah 

mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten 

Nias Selatan.  

Rencana Kerja yang telah tersusun ini diharapkan bukan hanya sebagai komitmen, tetapi 

dapat menjadi pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 

dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas secara khusus dan secara umum 

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Adapun Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini dapat 

dijadikan fungsi sebagai berikut : 

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; 

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial 

Kabupaten Nias Selatan 

3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya. 

 


